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l. UMUM

Kondisi sektor jasa keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan
merupakan suatu prasyarat utama agar sistem keuangan mampu
mendukung pencapaian stabilitas sistem keuangan dan berkontribusi
secara optimal dalam perekonomian nasional.

Modal merupakan sumber dukungan keuangan dalam pelaksanaan
aktivitas Konglomerasi Keuangan secara keseluruhan, cushion untuk
menyerap kerugian yang tidak terduga (unexpected losses), dan jaring
pengaman (safety net) dalam kondisi krisis. Kecukupan modal yang
memadai dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan
(stakeholders) sehingga mendukung kondisi dan kestabilan Konglomerasi
Keuangan.

Besaran modal yang harus disediakan oleh suatu Konglomerasi
Keuangan sangat bergantung pada risiko yang dihadapi. Oleh karena itu
dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat dan meningkatkan
kondisi usahanya secara keseluruhan, Konglomerasi Keuangan wajib
memiliki sistem yang memadai untuk mengidentifikasi, mengukur,
memantau, dan mengendalikan risiko yang ditimbulkan dari aktivitas
bisnis Konglomerasi Keuangan serta menyediakan modal yang memadai

untuk mengantisipasi risiko tersebut.
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Sehubungan dengan hal-hal tersebut, diperlukan pengaturan
mengenai kewajiban penyediaan modal minimum terintegrasi bagi

konglomerasi keuangan dalam suatu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Il. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan risiko yang membutuhkan penyediaan
modal lebih besar antara lain risiko transaksi intra grup.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan hal-hal lain antara lain:
a. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
b. pembatasan bonus dan insentif lainnya; dan/atau
C. pengaturan atau penundaan pembayaran dividen.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 4

Contoh tindakan yang dapat mengakibatkan kondisi permodalan
Konglomerasi Keuangan tidak memenuhi ketentuan antara lain:

1) melakukan pembayaran dividen;

2) memberikan bonus / insentif / tantiem / remunerasi /benefit

lainnya kepada Direksi, Dewan Komisaris, atau pegawai.
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Pasal 5
Ayat (1)
Contoh 1:

LJK 1

I I
‘LJKA\ ‘LJKB\ |LJKC\

Konglomerasi Keuangan terdiri atas LJK 1, LIJK A, LJK B, dan

LIJK C. TMA Konglomerasi Keuangan adalah penjumlahan dari
modal aktual LIJK 1, LIK A, LIK B, dan LJK C, sesuai ketentuan

yang berlaku pada masing-masing sektor keuangan.

Contoh 2:
Non
‘ LJK \

Dol

Konglomerasi Keuangan terdiri atas LIJK A, LJK B, dan LJK C.

TMA Konglomerasi Keuangan adalah penjumlahan dari modal
aktual LIJK A, LIK B, dan LJK C, sesuai ketentuan yang berlaku
pada masing-masing sektor keuangan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Contoh 1

LJK 1

(- ()]

Konglomerasi Keuangan terdiri atas LJK 1, LIJK A, LIJK B, dan

LJIK C. Dalam hal pada LJK 1 terdapat ketentuan yang mengatur
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perhitungan modal secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak,
TMA Konglomerasi Keuangan adalah modal aktual LIK 1 secara
konsolidasi dengan LJK A, LJK B, dan LJK C.

Contoh 2:
Non

LIK1 LJKD

' ~
[ LJKA ] LJKE [ LJKC ]
\_ v,

Konglomerasi Keuangan terdiri atas LJK 1, LIK A, LIJK B, LIJK C,
dan LJK D. Dalam hal pada LJK 1 terdapat ketentuan yang

mengatur perhitungan modal secara konsolidasi dengan
Perusahaan Anak, TMA Konglomerasi Keuangan adalah
penjumlahan modal aktual LIK 1 secara konsolidasi dengan LIJK
A, LIJK B, dan LJK C ditambah dengan modal aktual LJK D

secara individu.

Ayat (4)

Contoh:

KN

[ Perusahaan ] [Pemsahan Efek][ Asuransi ]

Pembiayaan

Konglomerasi Keuangan terdiri atas bank, perusahaan
pembiayaan, perusahaan efek, dan perusahaan asuransi.
Berdasarkan ketentuan yang mengatur bank, penyertaan
kepada Perusahaan Anak berupa perusahaan asuransi menjadi
faktor pengurang modal dalam perhitungan modal secara
konsolidasi dengan Perusahaan Anak sehingga modal
perusahaan asuransi tersebut tidak ditambahkan ke modal bank
secara konsolidasi.

Dengan demikian, perhitungan TMA Konglomerasi Keuangan

adalah modal aktual bank secara konsolidasi dengan
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Perusahaan Anak berupa perusahaan pembiayaan dan
perusahaan efek ditambah dengan modal aktual perusahaan

asuransi secara individu.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bank” adalah bank umum, bank umum
syariah, bank perkreditan rakyat, dan bank pembiayaan rakyat
syariah.

Yang dimaksud dengan “modal inti dan modal pelengkap” adalah
modal inti dan modal pelengkap setelah memperhitungkan
faktor pengurang modal sebagaimana dimaksud dalam

ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perusahaan pembiayaan” adalah
perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah.

Yang dimaksud dengan “modal yang disesuaikan” adalah modal
yang disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan
mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan atau

penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah.

Huruf ¢

Huruf d

Yang dimaksud dengan “perusahaan asuransi/reasuransi”
adalah perusahaan asuransi/reasuransi dan perusahaan
asuransi/reasuransi syariah.

Yang dimaksud dengan “aset/kekayaan yang diperkenankan”
adalah aset/kekayaan yang diperkenankan sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan mengenai kesehatan keuangan
perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi.

Yang dimaksud dengan “liabilitas” adalah liabilitas sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan mengenai kesehatan keuangan

perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi.

Yang dimaksud dengan “modal kerja bersih yang disesuaikan
(MKBD)” adalah MKBD sebagaimana dimaksud dalam ketentuan

mengenai pemeliharaan dan pelaporan MKBD.
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Pasal 7
Ayat (1)
Contoh 1:
SR
LJK 1
|
r ™ I
LK A LK B [ LK C ]

Konglomerasi Keuangan terdiri atas LJK 1, LIJK A, LJK B, dan
LIJK C. TMM Konglomerasi Keuangan adalah penjumlahan dari
modal minimum yang wajib dipenuhi oleh LIJK 1, LIJK A, LJK B,
dan LJK C, sesuai ketentuan yang berlaku pada masing-masing
sektor keuangan sehingga Rasio KPMM Terintegrasi dihitung

sebagai berikut:

Modal Modul Modul Modul
altudd LK1 4 ukebmd LJKA 4+ ubtual LJKE 4 uktal LJIKC

seourd Individn
geoara lndlvidn  eecara Individu  esoara Indoridu Rosle KPMM

Teriategrasi

Modal minimum Modal minimum  Medul minimum Modal minimam
yang wajib yang wajik FHog wajib yang wajib
dipenul aleh 4 dipesnhi oleh 4 dipeavhd sleh 4 dipeauhd oleh
LJHK 1 gecara LJK & gcenra LJK B gecara LJK C geenrn

mdreidu individu individn mndreidu
Contoh 2:
Y
Non
LJK
-~

' ™
[ LJKA] LJKB [LJKC ]
\_ J

Konglomerasi Keuangan terdiri atas LIJK A, LIJK B, dan LJK C.

TMM Konglomerasi Keuangan adalah penjumlahan dari modal
minimum yang wajib dipenuhi oleh LIK A, LIJK B, dan LJK C,
sesuai ketentuan yang berlaku pada masing-masing sektor
keuangan sehingga Rasio KPMM Terintegrasi dihitung sebagai
berikut:
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Modal Modal Modal
aktual LJE A seeara | aktual LJE Beeoara 4 aktnal LIK C geoara
indiddn individun Individu
Rasle KFMM
= Terintegrasi
Modal minimum Modal minimum Modal minimum
yunp wajib dipenuhi + ¥ang wajib dipemuhi + yang wajib dipenuid
oleh [JHE A sceamn ¢lech LJK B sccarn pleh LJK C secara
individu individu individu

Ayat (2)
Contoh 1:

LJK 1

Do

Konglomerasi Keuangan terdiri atas LJK 1, LIJK A, LIJK B, dan

LIJK C. Pada LJK 1 terdapat ketentuan yang mengatur
perhitungan modal secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak.
Dengan demikian, TMM Konglomerasi Keuangan adalah modal
minimum yang wajib dipenuhi oleh LIJK 1 secara konsolidasi
dengan LJK A, LJK B, dan LJK C sehingga Rasio KPMM

Terintegrasi dihitung sebagai berikut:

Modal aktual LJK 1 secara lonsolidasi
EKusio KFNMM

Terintegrael

Modal minimum yang wajib dipesuhi aleh LIK 1 secara kansalidasi

Contoh 2:

Non
LJK
I
‘ LJK1 \ LJKD

[um] [u] [um

|
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Konglomerasi Keuangan terdiri atas LJK 1, LJK A, LIK B, LIK C,
dan LIJK D. Pada LJK 1 terdapat ketentuan yang mengatur
perhitungan modal secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak.
Dengan demikian, TMM Konglomerasi Keuangan adalah modal
minimum yang wajib dipenuhi oleh LIJK 1 secara konsolidasi
dengan LJK A, LJK B, dan LJK C ditambah dengan modal
minimum yang wajib dipenuhi oleh LJK D secara individu,

sehingga Rasio KPMM Terintegrasi dihitung sebagai berikut:

Modal
Meodal

wietuul LTEC1 suourn *  aktnal LUK D secara Individn
_ Rasio KFMM
Terintegrasi

Medul minimam yang wujib Meodal minimum yang wajlb

dipenuhi eleh LJK 1 sveara 4 dipanuhi oleh LJK T saoara

Eoneolidacd indivridua

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “modal minimum Perusahaan Anak”
adalah modal minimum yang wajib dipenuhi oleh Perusahaan

Anak sesuai ketentuan pada masing-masing sektor keuangan.

Contoh :

=N

|
| | ]

[ Prx Lesabium ] [_"emsahar.Efe}:I][ Azursnei ]

Prerobiengewn:

Konglomerasi Keuangan terdiri atas bank, perusahaan
pembiayaan, perusahaan efek, dan perusahaan asuransi.
Berdasarkan ketentuan yang mengatur bank, penyertaan
kepada Perusahaan Anak berupa perusahaan asuransi menjadi
faktor pengurang modal dalam perhitungan modal secara
konsolidasi dengan Perusahaan Anak sehingga modal
perusahaan asuransi tersebut tidak ditambahkan pada modal
bank secara konsolidasi.

Dengan demikian perhitungan TMM Konglomerasi Keuangan

adalah modal minimum yang wajib dipenuhi oleh bank secara
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konsolidasi dengan Perusahaan Anak berupa perusahaan
pembiayaan dan perusahaan efek ditambah dengan modal
minimum yang wajib dipenuhi oleh perusahaan asuransi secara

individu sehingga Rasio KPMM Terintegrasi dihitung sebagai

berikut:
Madal oktusl
perusahase pombiagaso don porsashase  +  Nodal nktml prrosstimn
clck
- Rumio KFMM
m— Terintegroai

Modal minimum yang dipersyaratikzan Modul minimum yung

bagi bunk securs koosoliduri dengan + dipersyorathnn bogi

permsahaan pembiayaan dan perusahasan perusahuan axuransi secars

whsl sndimrldmn
Pasal 8
Huruf a
Yang dimaksud dengan “bank” adalah bank umum, bank umum
syariah, bank perkreditan rakyat, dan bank pembiayaan rakyat
syariah.
Yang dimaksud dengan “modal minimum sesuai profil risiko”
adalah modal minimum sesuai profil risiko sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan mengenai kewajiban penyediaan
modal minimum.
Contoh: Bank A memiliki profil risiko 2 (dua) dan memiliki
kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko
sebesar 9% (sembilan persen) dari Aset Tertimbang Menurut
Risiko (ATMR). Apabila bank memiliki ATMR sebesar
Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) maka modal minimum
sesuai profil risiko adalah sebesar 9% x Rp1.000.000.000.-
=Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
Huruf b

Yang dimaksud dengan “perusahaan pembiayaan” adalah
perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah.
Yang dimaksud dengan “modal yang disesuaikan” adalah modal
yang disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan
mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan atau
penyelenggaran usaha pembiayaan syariah.

Contoh: Perusahaan Pembiayaan A memiliki nilai aset yang
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disesuaikan sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
Apabila rasio permodalan minimum ditetapkan sebesar 10%
(sepuluh persen) maka modal yang disesuaikan minimum
adalah sebesar 10% x Rp2.000.000.000,- = Rp200.000.000,-

(dua ratus juta rupiah).

Huruf ¢

Yang dimaksud dengan “perusahaan asuransi/reasuransi”
adalah perusahaan asuransi/reasuransi dan perusahaan
asuransi/reasuransi syariah.

Yang dimaksud dengan “aset/kekayaan yang diperkenankan”
adalah aset/kekayaan yang diperkenankan sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan mengenai kesehatan keuangan
perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi.

Yang dimaksud dengan “liabilitas” adalah liabilitas sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan mengenai kesehatan keuangan
perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi.

Contoh: Perusahaan Asuransi A memiliki modal minimum
berbasis risiko (MMBR) sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar
rupiah). Apabila target tingkat solvabilitas ditetapkan sebesar
120% (seratus dua puluh persen) maka nilai minimum dari
selisihn antara aset/kekayaan yang diperkenankan dengan
liabilitas adalah sebesar 120% x Rpl1l.000.000.000,- =
Rp1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).

Huruf d

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “modal kerja bersih yang disesuaikan
(MKBD)” adalah MKBD sebagaimana dimaksud dalam ketentuan

mengenai pemeliharaan dan pelaporan MKBD.

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.
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Ayat (3)
Huruf a
Evaluasi kebijakan, strategi, dan prosedur pengelolaan
permodalan dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu)

tahun sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Huruf b
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Kebijakan mengenai sumber permodalan intern perlu
mempertimbangkan hambatan dalam melakukan transfer
modal antar LJK dalam Konglomerasi Keuangan baik
karena kondisi intern maupun ekstern Konglomerasi
Keuangan seperti adanya ketentuan yang berlaku dari
otoritas yang menghambat dilakukannya transfer modal.
Huruf c
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Yang dimaksud dengan “target yang ditetapkan”
adalah target yang ditetapkan oleh Konglomerasi
Keuangan ataupun oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Angka 3
Cukup jelas.
Ayat (2)

Dalam prosedur perencanaan modal mempertimbangkan antara
lain target permodalan, risiko, strategi, dan rencana bisnis

Konglomerasi Keuangan serta kondisi makroekonomi.
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Pasal 13
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “double atau multiple gearing”
adalah kondisi adanya penyertaan atau penempatan modal
antar LJK anggota Konglomerasi Keuangan yang
menyebabkan modal Konglomerasi Keuangan dinilai lebih
besar dari yang seharusnya (overstated).
Huruf b
Yang dimaksud dengan “excessive leverage” adalah kondisi
adanya pinjaman yang berlebihan oleh suatu LJK yang
ditempatkan dalam bentuk modal pada LJK lain.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “SKMRT” adalah SKMRT sebagaimana

dimaksud dalam ketentuan mengenai penerapan manajemen

risiko terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “SKMRT” adalah SKMRT sebagaimana

dimaksud dalam ketentuan mengenai penerapan manajemen

risiko terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Komite Manajemen Risiko Terintegrasi”

adalah Komite Manajemen Risiko Terintegrasi sebagaimana

dimaksud dalam ketentuan mengenai penerapan manajemen

risiko terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
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Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Yang dimaksud “SKAIT” adalah SKAIT sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan mengenai penerapan tata kelola terintegrasi bagi

Konglomerasi Keuangan.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Laporan Kecukupan Permodalan Terintegrasi dapat diminta secara
sewaktu-waktu antara lain dalam hal Otoritas Jasa Keuangan
memerlukan informasi mengenai kondisi permodalan Konglomerasi
Keuangan terkini dalam rangka pengawasan terintegrasi terhadap

Konglomerasi Keuangan.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Yang dimaksud dengan “LJK-LJK yang sejenis” adalah LIJK-LJK yang
diatur oleh ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko dan
tata kelola yang sama pada masing-masing sektor keuangan.
Contoh:
a. LJK berupa perusahaan asuransi.
b. LJK berupa perusahaan efek.
c. LJIK berupa bank perkreditan rakyat.
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Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

-14-
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